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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja 

terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, telah diimplementasikan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, namun masih 

terdapat pelanggaran seperti: 

1. Terdapat beberapa oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang secara diam-

diam membocorkan rencana kapan akan dilakukannya operasi penertiban 

dan penangkapan. 

2. Terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Satuan Polisi Pamong 

Praja di lokasi pada saat penangkapan, diantaranya pemberian uang dalam 

bentuk suap yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Waria 

kepada oknum Polisi Pamong Praja. 

3. Dalam menjalankan tugasnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering 

melakukan pelecehan dan kekerasan fisik maupun visual terhadap 

pedagang kaki lima, anak jalanan, pengemis, waria, dan pekerja seks 

komersial. 

Selain itu juga terdapat jawaban yang bersifat strategis yaitu pelaksanaan 

tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan 

ketertiban umum di Kota Yogyakarta yang belum optimal yaitu dengan 
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terjadinya masalah-masalah teknis yang ada di lapangan. 

 

B. Saran 

Dari hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan 

Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum di 

Kota Yogyakarta disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja personil Satuan 

Polisi Pamong Praja, maka penulis mengharapkan:  

1. Satuan Polisi Pamong Praja  

a. Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penyuluhan rutin serta 

melakukan pendekatan sosio humanisterhadap warga masyarakat 

sehingga masyarakat menjadi lebih taat kepada peraturan daerah. 

b. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menggunakan sarana 

dan prasarana yang ada secara optimal, agar saat penertiban dapat 

berjalan secara baik dan optimal. 

c. Hendaknya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, setiap anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa bersikap dan bertindak secara 

profesional, dengan selalu mengedepankan kearifan dalambertindak 

sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan Hak 

Azasi Manusia. 

2. Masyarakat khususnya pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, 

dan pekerja seks komersial di Kota Yogyakarta diharapkan mampu bekerja 

sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja demi tercapainya 
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penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Yogyakarta. 
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